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Abstrak 
 

Jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh hampir semua 

kalangan masyarakat, semakin berkembangnya zaman semakin pula 

meningkatnya persaingan, bahkan terkadang bertentangan dengan Hukum 

Ekonomi Syariah serta melanggar undang-undang yang berlaku seperti halnya 

dengan jual beli burung kicau yang dilindungi di Kios Burung Kenzu Bandar 

Lampung, maraknya jual beli burung kicau yang dilindungi ini dikarenakan 

burung kicau tersebut memiliki potensi ekonomis dan nilai jual yang sangat 

tinggi. Sedangkan, dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli burung 

kicau yang dilindungi tidak memiliki surat izin resmi dari Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam (BKSDA). Sehingga transaksi ini bertentangan dengan 

Hukum Ekonomi Syariah dan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber 

Daya Hayati dan Ekosistemnya, dan mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli 

burung kicau di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung? dan bagaimana perspektif 

hukum ekonomi Syari’ah dan UU No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap praktik jual beli burung kicau di 

Kios Burung Kenzu Bandar Lampung?. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui praktik jual beli burung kicau, dan untuk mengetahui perspektif 

hukum ekonomi syari’ah dan UU No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap praktik jual beli burung kicau Di 

Kios Burung Kenzu Bandar Lampung.  

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang sifatnya 

deskriptif analisis, yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta 

fenomena yang jelas mengenai situasi yang terjadi kemudian di analisis. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (editing) dan 

sistematisasi data (sistematizing). Sedangkan, analisa data dilakukan dengan 

metode penelitian kualitatif.  

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa dalam 

praktiknya jual beli burung kicau yang dilindungi di Kios Burung Kenzu Bandar 

Lampung ini tidak disertai dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, di mana 

burung kicau yang diperjualbelikan ini didapatkan dari hasil tangkapan penjual di 

alam bebas, begitupun saat transaksi jual belinya, pembeli hanya perlu datang 

secara langsung ke kios burung tersebut. Prosedur jual beli ini tidaklah sesuai 

dengan ketentuan mengenai pemeliharaan dan menjaga kelestarian yang 

ditetapkan oleh BKSDA. Secara jual beli menurut Islam pun tidaklah sah 

dikarenakan barang yang diperjualbelikan adalah termasuk dalam lingkup satwa 

yang dilindungi yang dilarang diperjualbelikan secara ilegal tanpa adanya 

perijinan. Hal ini dikarenakan akan merusak ekosistem dan akan mengancam 

kepunahan burung kicau dilindungi dan akan menimbulkan banyak kemudaratan. 

Sedangkan, secara hukum perundang-undangan di Indonesia dalam Pasal 21 ayat 

(2) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya, telah secara tegas mengatur bahwa dilarangnya melakukan jual 

beli satwa yang dilindungi, tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.   
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MOTTO  

 

                        

                     
٩٢ 

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan  

yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah  

kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha  

Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa (4) : 29)  
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BAB 1 

 PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami Skripsi ini, maka perlu adanya uraian 

terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan 

proposal ini.  

Judul ialah merupakan deskripsi atau cerminan dari pokok persoalan 

yang akan menjadi pembahasan dalam s uatu karya ilmiah, dimana dengan 

adanya judul akan memberikan suatu relevansi antara jalur pemikiran dari 

awal hingga akhir. Oleh karena itu agar tidak terdapat kekeliruan serta 

penafsiran yang berbeda-beda dikalangan pembaca, maka perlu diberikan 

suatu penegasan dengan memberikan arti dari beberapa istilah yang 

terkandung dalam skripsi ini.  

Judul Skripsi ini adalah ―Hukum Jual Beli Burung Kicau Dalam 

Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi 

Kasus di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung)‖. Untuk mengetahui pokok 

bahasan yang terkandung di dalam judul ini, perlu di tegaskan sebagai berikut:  

Jual Beli dari segi etimologi adalah menukar harta dengan harta. 

Sedangkan menurut terminologi adalah menukar suatu barang dengan barang 

yang lain dengan cara tertentu (akad).
1
 Dari definisi di atas dapat di simpulkan 

bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau 

                                                        
1
 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Jakarta: Erlangga, 2012), 110. 



2 

 

 

barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada 

yang lain atas dasar saling merelakan sesuai ketentuan yang dibenarkan Syara’ 

(Hukum Islam).
2
  

Burung kicau adalah binatang berkaki dua, bersayap dan berbulu, dan 

biasanya dapat terbang; unggas; sebutan jenis unggas (yang biasanya dapat 

terbang);
3
 Jadi burung kicau adalah sejenis burung yang memiliki suara yang 

merdu, suara kicau burung masing-masing memiliki ciri khas tersendiri yang 

sangat. 

Perlindungan hewan adalah proses, cara, perbuatan melindungi;
4
 jadi 

perlindungan hewan adalah cara seseorang atau badan hukum untuk 

melindungi hewan-hewan yang sudah langka dan dikhawatirkan akan segera 

punah. 

Hukum Islam adalah “fiqh” dalam literatur islam yang berbahasa arab. 

Oleh sebab itu, setiap kata “fiqh” bisa diartikan sebagai Hukum Islam itu 

sendiri.
5
 Jadi, Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan 

pemahaman manusia atas nash Al-Qur’an maupun Al-Sunnah untuk mengatur 

kehidupan manusia yang berlaku secara Universal dan Relevan pada setiap 

zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.
6
 

                                                        
2
 A. Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandar Lampung: IAIN Raden 

Intan Lampung, 2015), 103. 
3
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2011), 228. 
4
 Ibid., 830. 

5
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2012), 96. 

6
 Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial (Jakarta: Penamadani, 

2005), 6. 
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Dari beberapa pengertian dan penegasan di atas, maksud dari judul ini 

adalah bagaimana pandangan Hukum Positif dalam hal mengatur perlindungan 

hewan terhadap praktik jual beli burung yang di lindungi. Serta bagaimana 

pandangan hukum Islam dalam hal mengatur tentang perlindungan hewan 

terhadap jual beli beli hewan yang di lindungi. Sebagaimana termaktup dalam 

Pasal 1, Pasal 20, Pasal 21 yaitu pasal pasal yang ada dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya yang memuat tentang Definisi, Jenis dan Larangan perlakuan 

tidak wajar terhadap satwa yang di lindungi. 

B. Latar belakang masalah  

Islam sebagai risalah samawi yang universal, datang untuk menangani 

kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Islam tidak hanya akidah, tetapi 

juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang 

ditujukan untuk seluruh umat manusia, sebagai Agama yang sempurna, Islam 

dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Sistem ini dapat dipakai 

sebagai panduan bagi manusia dalam melakukan kegiatan ekomomi. Ajaran 

Islam tentang perekonomian, akan senantiasa menarik untuk dibahas. Dalam 

kehidupan sehari-hari, ekonomi merupakan roda kehidupan sebagai wadah 

untuk memenuhi kebutuhan materiil manusia, baik dalam kehidupan individu 

maupun sosial.
7
 

                                                        
7
 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2014), 1. 
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Dalam bidang muamalah, khusunya masalah perekonomian, Islam juga 

sangat memperhatikan unsur etika dalam pelaksanaannya.
8
 Islam sarat dengan 

nilai-nilai yang mendorong manusia untuk membangun ekonomi mereka 

dengan menerapkan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga 

kelestarian alam.
9
 Perdagangan (tijarah) memainkan peranan penting dalam 

memperoleh harta.
10

 Jual beli menurut Jalalludin Al-Mahally yaitu mutlaq al-

mubadalah yaitu tukar menukar sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan.
11

 

Sejarah menyaksikan kenyataan bagaimana individu dan masyarakat 

memperoleh kemakmuran melalui perdagangan dan bagaimana bangsa-bangsa 

mendapatkan wilayah serta membentuk pemerintahan kolonial melalui 

perdagangan pula. Islam mengakui peranan perdagangan untuk mendapatkan 

keberuntungan dan kebesaran. jual beli itu dapat terjadi dengan cara 

pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan memindahkan 

milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui 

sah dalam lalu-lintas perdagangan.
12

 

Kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka manusia memutar 

otak untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Kondisi semacam ini 

membuat manusia mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan agar 

hasilnya dapat di perjualbelikan, tanpa melihat dampak negatifnya bagi 

lingkungan dan bagi keseimbangan ekosistem di bumi.
 
 

                                                        
8
 Efa Rodiah Nur, ―Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi 

Bisnis Modern,‖ Al-Adalah 12, no. 1 (2015): 648. 
9
 Idri, Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi (Jakarta: Kencana, 2015), 4. 

10
 Muhammad Sharuf Chaudry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2016), 116. 
11

 Rozalinda, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali, 2016), 63. 
12

 Idri, Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi, 155. 
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Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan 

keanekaragaman hayatinya, kita sebagai umat manusia dianjurkan untuk 

berbuat baik dan dilarang untuk berbuat kerusakan di bumi serta anjuran untuk 

memelihara lingkungannya. Tata aturan semacam ini telah di jelaskan dalam  

Al-Qur’an surat Al-Qashash 28: 77, yang berbunyi : 

                      

                        

  ٧٧ 
 ―Dan carilah (pahala) akhirat dengan apa yang dianugrahkan Allah 

kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat 

baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, 

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak 

menyukai orang yang berbuat kerusakan.‖ (Qs. Al-Qashash (28): 77).  

 

Dalam hal menjaga populasi satwa langka yang semakin hari semakin 

langka bahkan terancam punah, maka pemerintah berinisiatif untuk 

melindungi satwa-satwa tersebut dengan terbentuknya Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan 

Ekosistemnya. Dalam Pasal 1 ayat 5 UU No. 5 Tahun 1990 Tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya disebutkan arti dari 

satwa, satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di 

darat, dan atau di air, dan atau di udara.  

Dan larangan memperniagaan hewan langka itu terdapat dalam Pasal 

21 ayat (2) huruf (a) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang berbunyi setiap orang dilarang untuk: 
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menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, 

mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan 

hidup. Pada Pasal 20 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya ―satwa digolongkan dalam dua 

jenis yaitu satwa yang dilindungi, serta satwa yang tidak dilindungi‖. Pasal 20 

ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya ―Jenis satwa yang dilindungi 

sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya digolongkan satwa 

dalam bahaya kepunahan satwa yang populasinya jarang. Pasal 20 ayat 3 UU 

No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan 

Ekosistemnya ―ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) 

UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya diatur dengan peraturan pemerintah.   

Praktik jual beli satwa yang dilindungi dalam pembahasan ini adalah 

burung kicau yang dilindungi Di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung, di 

mana penjualannya marak terjadi. Untuk Kios Kenzu Bandar Lampung 

sendiri, memperjualbelikan berbagai macam burung dan ada beberapa jenis 

burung yang di perjualbelikan yaitu burung-burung yang terdapat dalam daftar 

satwa dilindungi. Burung kicau yang dimaksud yaitu: Gelatik Jawa, Beo/Tiong 

Emas, Cicak Daun Besar, Cica Daun Kecil, Cica Daun Sumatra, Cicak daun 

sayap biru Sumatra, Cicak daun dahi emas, Madu Sepah Raja, Takur Api, 

Poksay Jambul Sumatra, Serindit Sangihe, Jalak Putih Sayap. Burung tersebut 
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termasuk hewan langka yang disebutkan dalam Peraturan Mentri Lingkungan 

Hidup Dan Kehutanan Nomor P.106 Tahun  2018 yang disempurnakan dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati Dan Ekosistemnya.             

Transaksi jual beli burung kicau yang dilindungi ini dikarenakan 

memiliki potensi ekonomis dan nilai jual yang sangat tinggi, hal inilah yang 

mengakibatkan penjual burung kicau yang dilindungi tergiur untuk melakukan 

transaksi jual beli burung kicau yang dilindungi, meskipun dalam proses 

transaksi antara penjual dan pembeli burung kicau yang di lindungi tidak 

memiliki surat izin resmi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam 

(BKSDA). Di mana burung kicau yang diperjualbelikan ini didapatkan dari hasil 

tangkapan penjual di alam bebas, sehingga tidak memiliki surat perijinan yang 

resmi, begitupun saat transaksi jual belinya, pembeli hanya perlu datang secara 

langsung ke kios burung tersebut tanpa melalui prosedur yang telah di tetapkan 

oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).  

Berdasarkan uraian tersebut, kiranya perlu dilakukan penelitian untuk 

mengkaji lebih jauh mengenai Hukum Ekonomi Syari’ah dan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya. Dengan penelitian yang berjudul Hukum Jual Beli Burung Kicau 

Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah dan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

(Studi Kasus di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung).  
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C. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, 

sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan data yang 

baik sesuai dengan penelitian ini. Dalam metode kualitatif, Pembatasan ini 

lebih didasarkan pada tingkat kepentingan atau urgensi dari masalah yang 

dihadapi dalam penelitian. Dan fokus penelitian berguna untuk membatasi 

bidang inquiry. Karena tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak 

oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan.
13

 Oleh karena itu, fokus 

penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan 

penelitian.  

Aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian tersebut kemudian 

dijabarkan menjadi dua sub-fokus sebagai berikut :  

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap praktik jual beli burung 

kicau yang dilindungi di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung.  

2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terhadap praktik jual beli 

burung kicau yang dilindungi di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana praktik jual beli burung kicau di kios burung Kenzu Bandar 

Lampung?  

                                                        
13

 Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2012), 237. 
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2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah dan UU No. 5 Tahun 

1990 Terhadap Praktik Jual Beli Burung Kicau Di Kios Burung Kenzu 

Bandar Lampung?  

E. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli burung kicau di kios 

burung Kenzu Bandar Lampung.  

2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah dan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati Dan Ekosistemnya Terhadap Praktik Jual Beli Burung Kicau Di 

Kios Burung Kenzu Bandar Lampung.  

F. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang jual 

beli burung kicau yang dilindungi agar dapat dijadikan sebagai motivasi 

supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang berlaku baik 

dalam hukum ekonomi syari’ah maupun hukum positif yang berkenaan 

dengan kemaslahatan umum terkait dengan praktik jual beli burung kicau 

yang dilindungi.  

2. Penelitian ini diharapkan berguna bagi para penjual maupun pengggemar 

burung kicau yang dilindungi untuk menambah pengetahuan maupun 

memberikan pemahaman tentang jual beli burung yang dilindungi secara 

legal. 

3. Dan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan tentang 

jual beli burung kicau yang dilindungi dibidang ilmu hukum ekonomi 
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syari’ah khususnya bagi fakultas Syariah jurusan Muamalah UIN Raden 

Intan Lampung. 

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan untuk menghindari 

kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai bahan perbandingan 

dalam mencari bahan acuan. Berikut beberapa penelitian terkait dengan 

penelitian ini :  

1. Skripsi yang berjudul ―Praktik Jual Beli Satwa Langka Di Pasar Hewan 

Ambarawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya‖, ditulis pada tahun 2019 oleh Firlana Rahardyansyah, 

Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Skripsi ini membahas tentang praktik jual 

beli satwa langka yang dilindungi dimana praktik jual beli tersebut 

menimbulkan kerusakan alam dan mengandung penipuan. Dan apabila 

ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa praktik jual beli satwa langka yang 

dilakukan tersebut merupakan tindakan illegal yang merupaakn sebuah 

tindak pidana kejahatan dan terdapat konsenkuensi dari praktk jual beli 

tersebut.
14

 

2. Skripsi yang berjudul ―Tinjuan Hukum Islam Tentang Jual Beli Burung  

                                                        
14

 Firlana Rahardyansyah, ―Praktik Jual Beli Satwa Langka Di Pasar Hewan Ambarawa 

Ditinjau dari Hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya‖. (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, Salatiga, 2019). 
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Beda Jenis Dengan Sistem Barter‖, ditulis pada tahun 2020 oleh Fahri 

Rizki Pratama, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 

UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli 

burung dengan system barter, di mana praktik ini tidak dilakukan secara 

tranparansi kondisi burung yang akan dijualbelikan, sehingga menurut 

hukum Islam praktik jual beli burung dengan system barter ini tidak 

sesuai, karena tidak adanya kejujuran oleh penjual mengenai kondisi 

sebenarnya burung tersebut.
15

 

3. Skripsi yang berjudul ―Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fiqh 

Muamalah Dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya‖, ditulis pada tahun 2021, 

oleh Sukron Katsir, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi 

Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember. Skripsi ini membahas 

tentang praktik jual beli satwa dilindungi, dimana pratik jual beli tersebut 

mengakibatkan kerugian seperti kerusakan hayati, ekosistem, kepunahan, 

ancaman penyakit, dan kerugian ekonomi. Oleh karena itu, Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya melarang adanya praktik jual beli satwa 

dilindungi karena tujuan dari undang-undang ini adalah untuk 

                                                        
15

 Fahri Rizki Pratama, ―Tinjuan Hukum Islam Tentang Jual Beli Burung Beda Jenis Dengan 

Sistem Barter‖. (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020). 
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mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati dan mencegah dari 

kepunahan satwa tesebut.
16

 

4. Skripsi yang berjudul ―Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi 

Atas Tindakan Eksploitasi Secara Melawan Hukum‖, ditulis pada tahun 

2021, oleh Boy Sandy Kurniansyah, Fakultas Hukum Bidang Pidana 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Skripsi ini membahas 

tentang Perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi gading gajah 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi 

Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya melalui upaya preventif dengan 

pengawasan yang dilakukan terhadap keberadaan satwa dilindungi.
17

 

5. Skripsi Yang Berjudul ―Praktek Jual Beli Satwa Liar Burung Dilindungi di 

Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Perspektif Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya Serta Hukum Islam)‖, Ditulis Pada Tahun 2019, 

Oleh Muhammad Rizal Ramadhan, Fakultas Syariah Program Studi 

Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember. Skripsi ini 

membahas tentang praktik kegiatan jual beli satwa liar burung dilindungi 

dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di 

                                                        
16

 Sukron Katsir, ―Jual Beli Satwa Dilindungi Perspektif Fiqh Muamalah Dan 

UndangUndang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan 

Ekosistemnya‖. (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021). 
17

 Boy Sandy Kurniansyah, ―Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dilindungi Atas 

Tindakan Eksploitasi Secara Melawan Hukum‖. (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Utara Medan, 2021). 
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mana penjual tidak memiliki surat izin dari Balai Konservasi Sumber Daya 

Alam (BKSDA) untuk burung dilindungi yang dijualnya.
18

 

Dengan demikian, meskipun di atas telah disebutkan adanya penelitian 

dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi 

mengingat permasalahan, subjek, objek, dan tempat penelitian yang berbeda, 

serta dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai jual beli burung kicau 

yang dilindungi secara mengerucut di mana dalam skripsi ini hanya membahas 

tentang satwa liar jenis burung saja, sedangkan pada skripsi yang telah 

disebutkan di atas yaitu meneliti satwa liar secara global/keseluruhan, 

sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Jual Beli Burung 

Kicau yang Dilindungi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah dan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati Dan Ekosistemnya dengan study kasus pada Kios Burung Kenzu 

Bandar  lampung. 

H. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode 

yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, dimana peneliti adalah 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.  

1. Jenis Penelitian  

                                                        
18

 Muhammad Rizal Ramadhan, ―Praktek Jual Beli Satwa Liar Burung Dilindungi di Desa 

Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember (Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Serta Hukum Islam)‖. (Skripsi: 

Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019). 
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Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan 

(field research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau 

di responden.
19

 

2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan 

menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya 

dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Mencatat, menganalisis, dan 

menginterprestasikan kondisi kondisi yang saat ini terjadi.
20

 

3. Data dan Sumber Data  

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari 

jual beli burung kicau yang di lindungi. Oleh karena itu sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 

atau objek yang diteliti.
21

 Data primer ini bersumber dari pihak-pihak 

yang terkait dalam pelaksanaan praktik jual beli burung kicau yang 

bertempat di Kios Burung Kenzu Bandar Lampung.  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan 

data kepada pengumpul data.
22

 Sumber data sekunder yang dipakai 

                                                        
19

 Susiadi AS, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut 

Agama Islam Negeri Lampung, 2015), 9. 
20

 Ibid., 13. 
21

 Cholid Narbuko, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 70. 
22

 Sugiyono, Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D) (Bandung: 

Alfabeta, 2011), 137. 
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oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian 

yang penulis lakukan, yaitu: Al-Qur’an, Hadis, Kitab-kitab 

Fiqh/Fikih, Buku, Undang-undang, Skripsi dan Literatur-literatur 

yang mendukung lainnya.  

4. Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan.
23

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pihak 

penjual dan pihak pembeli burung kicau di Kios Burung Kenzu 

Bandar Lampung yang berjumlah 1 orang penjual, serta pembeli yang 

berjumlah sebanyak 15 orang dalam 3 hari.  

b. Sampel  

Sampel adalah bagian suatu objek atau subjek yang mewakili 

populasi.
24

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan menggunakan teknik total sampling. Total 

Sampling atau disebut juga dengan sampling jenuh adalah teknik 

pengambilan sampel di mana jumlah sample sama dengan populasi.
25

  

Alasan menggunakan teknik total sampling ini dikarenakan jumlah 

                                                        
23

 Ibid., 80. 
24

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2010), 131. 
25

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 

h. 85.   
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populasi dalam penelitian ini relative kecil yaitu kurang dari 100 

responden, sehingga sample diambil dari keseluruhan populasi. 

Mengacu pada teori yang telah dikemukakan di atas, adapun 

sample yang diambil dalam penelitian ini adalah 6 orang, yaitu 1 

orang pihak penjual, dan  5 orang pihak pembeli burung kicau yang 

dilindungi. 

5. Metode pengumpulan data  

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

untuk mendapatkan data.
26

 Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar. 

Untuk itu dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan 

beberapa metode, yaitu :  

a. Observasi  

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang di 

selidiki.
27

 Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan 

pengamatan terhadap praktik jual beli burung.  

b. Wawancara (interview)  

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dalam penelitian 

yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

                                                        
26

 Ibid., 224. 
27

 Narbuko, Metode Penelitian, 80. 
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keteranganketerangan.
28

 Dalam hal ini penulis mewawancarai 

sejumlah pembeli dan seorang penjual burung.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan 

sebagainya.
29

  

6. Metode Pengolahan Data  

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah 

pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Editing  

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah 

diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuannya yaitu untuk 

mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar 

pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.
30

 

b. Koding  

Koding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para 

responden kedalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan 

dengan cara memberi tanda atau kode berbentuk angka pada masing-

masing jawaban.
31

 

c. Sistemating  

                                                        
28

 Ibid., 83. 
29

 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 188. 
30

 Narbuko, Metode Penelitian, 153. 
31

 Ibid., 154. 
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Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang 

telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan 

klasifikasi data yang diperoleh. Yang bertujuan untuk menempatkan 

data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan 

masalah dengan cara melakukan pengelompokkan data yang telah 

diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan 

urutan masalah.
32

 

7. Analisis Data  

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan 

dokumentasi, dengan cara menyusun pola memilih mana yang penting 

yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

diri sendiri dan orang lain.
33

  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Hukum Jual Beli Burung 

Kicau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah dan Undang-Undang 

No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan 

Ekosistemnya yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif. Metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari 

                                                        
32

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 21. 
33
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suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-

kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.
34

 

I. Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi 

lima bab, dan masing-masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-bab. 

Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan 

satu dengan lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah : 

Bab 1 Pendahuluan, bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar 

pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan 

dengan persoalan skripsi ini, yang diuraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu 

penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fikus dan sub-

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasnsi penelitian, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan Teori, bab ini memuat teori tentang pengertian 

implementasi. Sub-bab kedua ini yaitu konsep jual beli dalam Islam, yang 

memuat pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, 

khiyar dalam jual beli, jual beli yang dilarang, manfaat jual beli. Kemudian, 

pada teori kedua berikutnya memuat tentang tinjauan tentang UU Nomor 5 

Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya, dengan sub-bab pengertian Satwa, Jenis Satwa, Hubungan 

antara UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya dengan Jual beli burung kicau yang dilindungi, 

                                                        
34
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sanksi pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta ketentuan jual beli dan 

penangkaran satwa yang dilindungi. 

Bab III Laporan Hasil Penelitian, pada bab ini berisi tentang gambaran 

umum Kios Burung Kenzu Bandar Lampung, yang memuat mengenai sejarah 

berdiri kios tersebut, jenis burung kicau yang dijualbelikan di kios tersebut. 

Sub-bab kedua tentang peraktik jual beli burung kicau yang di lindungi di 

Kios Burung Kenzu Bandar Lampung. 

Bab IV Analisis Data, bab keempat ini memuat tentang analisis data 

mengenai praktik jual beli burung kicau yang dilindungi di Kios Burung 

Kenzu Bandar Lampung, dan analisis data yang ditinjau secara Hukum 

Ekonomi Syari’ah dan UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber 

Daya Hayati dan Ekosistemnya. 

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab yang paling akhir dari 

pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh 

pembahasan dan rekomendasi. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Jual Beli Menurut Hukum Islam  

1. Pengertian Jual Beli  

Jual beli secara bahasa adalah al-mubadalah yang berarti saling tukar 

munukar atau barter. Serta, jual beli menurut bahasa dapat diartikan 

sebagai pertukaran atau saling menukar. Jual beli terdiri dari dua kata yaitu 

jual dan beli, sebenarnya kata jual dan beli memiliki arti yang satu sama 

lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya 

perbuatan menjual sedangkan beli adalah perbuatan membeli. Dengan 

demikian kata jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu 

peristiwa yaitu satu pihak penjual dan pihak lain membeli.
35

 

Maka secara bahasa, jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan 

menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan 

syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual 

menjadi milik pembeli sedangkan uang yang dibayarkan pembeli sebagai 

pengganti harga barang, menjadi milik penjual. Jual Beli menurut istilah 

terdapat beberapa definisi, yaitu: pertama, memberikan suatu barang 

kepada seseorang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar 

keridhaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
36

 Kedua, menukar 

sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).
37

 

Ketiga, pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan 
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antara kedua pihak, atau memindahkan hak milik lain berdasarkan 

persetujuan.
38

 

Sedangkan, pengertian jual beli menurut para ulama adalah sebagai 

berikut :   

1) Menurut Ulama Hanafiyah  

Jual beli adalah tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang 

sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
39

 

Maksud yang terkandung dalam pengertian di atas bahwa cara 

tertentu yaitu dengan melalui ijab dan qabul. Dimana ijab berarti 

ungkapan membeli dari pembeli dan qabul berarti pernyataan menjual 

dari penjual. Selain itu, harta yang diperjual belikan haruslah yang 

memiliki manfaat bagi manusia. Sehingga apabila yang di perjual 

belikan itu bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk dalam 

sesuatu yang boleh diperjual belikan karena ketiga benda itu tidak 

memiliki manfaat bagi manusia. Apabila jenis barang seperti itu tetap 

diperjual belikan maka menurut ulama hanafiyah jual beli itu tidak sah.  

2) Menurut Ulama Hanabilah  

Jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk 

pemindahan dan kepemilikkan.
40
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Dalam pengertian ini, menekankan pada kata ―milik dan 

kepemilikkan‖, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya 

tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa.  

3) Menurut Ulama Malikiyah  

Ulama Malikiyah membagi dua pengertian jual beli, yaitu secara 

umum dan khusus, yaitu :  

a) Pengertian jual beli dalam arti umum, adalah suatu perikatan 

tukarmenukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. 

Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar 

menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas 

sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan 

manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat 

(berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan 

manfaatnya atau bukan hasilnya.
41

 

b) Pengertian jual beli dalam arti khusus adalah akad timbal balik atas 

selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, 

bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan 

perak, objeknya jelas bukan utang.
42

 

Maksudnya, ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan 

kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya 

tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, benda 

harus jelas dan bukan utang baik ada di hadapan pembeli maupun 
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tidak, barang yang sudah di ketahui sifat-sifatnya atau sudah di 

ketahui lebih dahulu.  

4) Menurut Ulama Syafi’iyah  

Jual beli pada prinsip nya, praktik jual beli diperbolehkan apabila 

dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan 

dan juga mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.
43

 

5) Menurut Zainuddin Ali 

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang 

secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima 

benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian 

atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara’ dan disepakati.
44

 

6) Menurut Sayyid Sabiq 

Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan 

saling meridhoi atau memindahkan hak milik disertai penggantinya 

dengan cara yang dibolehkan.  

7) Menurut Taqiyyudin  

Jual beli adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang 

untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara’. 

Sedangkan, Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPer Jual Beli adalah 

suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 

untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk 

membayar harga yang telah dijanjikan.  
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Dari definisi di atas dapat dipahami jual beli adalah suatu perjanjian 

tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan 

(kesepakatan) antar dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau 

ketentuan yang dibenarkan oleh syara’. Maka yang dimaksud dengan 

ketentuan syara’ adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan 

peersyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya 

dengan jual beli. Maka, jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti 

tidak sesuai dengan kehendak syara’. Kemudian yang dimaksud dengan 

benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat 

benda tersebut harus dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat 

dibenarkan penggunaannya menurut syara’.  

2. Dasar Hukum Jual Beli  

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia 

mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran dan sunah. Terdapat 

beberapa ayat Alquran, sunah dan ijma’ serta qiyas yang berbicara tentang 

jual beli, antara lain :  

1) Al-Qur’an  

a) QS. Al-Baqarah (2) : 275  
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              ۵۷۲ 
    

 ―Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian 

itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang 

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 

berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), 

maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalam.‖  

 

Ayat di atas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan 

jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli 

maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun 

terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari 

sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung 

jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha 

ekonomi itu sendiri. Allah SWT memperbolehkan kepada manusia 

untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai 

dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan.  
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b) QS. An-Nisaa’ (4) : 29  

                     

                

         ۹۲  
 

―Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.‖ 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa di perbolehkan melakukan 

perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Artinya 

berdasarkan kerelaan hati masing-masing dari kalian, maka 

bolehlah kamu memakannya. Dan jangan menjerumuskan diri 

kalian dengan melanggar perintah-perintah Allah. Serta jangan 

pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal 

dari satu nafs. Sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu 

sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.  

Dalam ayat di atas pun menegaskan bahwa setiap mukmin 

berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan 

dengan penuh kerelaan antara kedua belah pihak, walaupun 

kerelaan merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, 

tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat.
45
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2) Hadist 

مُ  هِ يْ لَ عَ تْ  رِّمَ حُ وْدَ  هُ  َ ي لْ لُله ا نَ ا عَ لَ لَ :  ا قَ لَّمَ  وَسَ وِ  يْ لَ عَ لُله  لَّى ا نَّبَِِ صَ ل نَّ ا أَ سٍ  بَّا عَ نِ  بْ  نِ ا عَ

وُ .  نَ ثََْ  مْ  هِ يْ لَ عَ رَّمَ  حَ ئٍ  يْ شَ لَ  كْ أَ وْمٍ   َ ق ى  لَ عَ رَّمَ  حَ ا  ذَ إِ لَله  نَّ ا وَإِ اَ  نِِ اَ ثْْ أَ وْ  لُ كَ أَ وَ  ا  وْىَ عُ ا بَ  َ وْمُ ف حُ لشُّ ا

ود دا و  ب أ و  أحمد   رواه   – 

“Dari Ibnu Abbas, Nabi saw bersabda: “Allah melaknat 

orang-orang Yahudi, karena telah diharamkan kepada mereka 

lemak-lemak (bangkai) namun mereka menjualnya dan memakan 

hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan 

kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil 

penjualannya,” (HR Ahmad dan Abu Dawud).
46

 

 

3) Ijma’  

Ijma’ merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al- 

Qur’an dan Hadits. Ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli adalah 

Mubah (boleh) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu 

mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun 

demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya 

itu, harus digantikan dengan barang lainnya yang sesuai.
47

 Dengan 

disyariatkannya, jual beli merupakan salah satu cara untuk 

merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada 

dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa berhubungan bantuan orang 

lain.  

4) Qiyas  
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Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena seseorang 

sangat membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik itu berupa 

barang atau uang, dan hal itu dapat diperoleh setelah menyerahkan 

timbal balik berupa kompensasi. Dengan demikian, terkandung 

hikmah dalam pensyariatan jual beli bagi manusia, yaitu sebagai 

sarana demi tercapainya suatu keinginan yang diharapkan oleh 

manusia.
48

 

Kegiatan jual beli adalah sebagai media atau sarana bagi umat 

manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kita tidak dapat memenuhi 

kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat tereliasisasi 

dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya 

dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama 

manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.
49

 

3. Rukun dan Syarat Jual Beli  

a. Rukun Jual Beli  

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terdapat 

perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah 

ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho baik 

dengan ucapan maupun perbuatan.
50

 

Sedangkan, menurut rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 

empat, yaitu:  
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1) Bai’ (penjual);  

2) Mustari (pembeli);  

3) Sighat (ijab dan qabul);  

4) Ma’qudalaih (benda atau barang).
51

 

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul di 

lakukan. Sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada 

dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, bisu atau yang lainnya, 

boleh di lakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab 

dan qabul. Adanya kerelaan tidak dapat di lihat sebab kerelaan 

berhubungan dengan hati, kerelaan dapat di ketahui melalui tandatanda 

lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan 

qabul.  

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu 

yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan qabul, 

ini adalah pendapat jumhur. Menurut ulama syafi’iyah, jual beli 

barang-barang yang kecil pun harus ijab dan qabul, tetapi menurut 

Imam Nawawi dan Ulama Muta’akhirin Syafi’iyah berpendirian 

bahwa boleh jual beli barang-barang kecil dengan tidak ijab dan qabul 

seperti membeli sebungkus rokok.
52

 

b. Syarat Jual Beli  

Dalam jual beli terdapat empat syarat yaitu syarat terjadinya 

akad (in’iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadz), 
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dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut 

adalah untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga 

kemashlahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli 

gharar (unsur penipuan), dan lain-lain.  

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadi nya akad, akad 

tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama 

Hanafiyah akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, 

akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama 

Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat 

lujum, akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik khiyar untuk 

menetapkan maupun membatalkan. Ulama Syafi’iyah memberikan 

persyaratan berkaitan dengan aqid, shigat, dan ma’qud alaih.  

Persyaratan tersebut adalah:
53

  

1) Syarat Aqid (Orang Yang Berakad)  

Di syaratkan secara umum pelaku jual beli haruslah ahli dan 

memiliki kecakapan untuk melakukan akad dan harus mampu 

untuk menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.  

Dari pihak yang akan berakad harus sudah mencapai 

tingkatan mumayyiz dan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah 

yang dikatakan mumayyiz/baligh mulai sejak usia minimal 7 tahun. 

Oleh sebab itu, dipandang sah atau tidaknya suatu akad yang 

dilakukan oleh anak kecil yang belum memasuki umur baligh, 
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orang gila, dan lain-lain. Sedangkan menurut Ulama Syafi’iyah 

dan Hanbaliyah mensyaratkan harus baligh, berakal, mampu 

melakukan akad yang sesuai dengan apa yang telah di atur di 

Islam.  

2) Baligh dan berakal  

Orang yang diperbolehkan melakukan akad yaitu orang yang 

telah baligh, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan 

oleh anak dibawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali 

dengan seizin walinya. Anak kecil dikecualikan, dia boleh 

melangsungkan akad yang bernilai rendah, seperti membeli 

kembang gula.
54

 karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu 

menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedangkan, agama Islam sekali-

kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan 

kesulitan kepada pemeluknya.  

a) Dengan Kehendak Sendiri Bukan Paksaan  

b) Yang melakukan akad harus lebih dari satu pihak Karena tidak 

mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, maka akan ada 

dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang 

menerima.
55

 

3) Syarat Sighat (Ijab dan Qabul)  

Ijab qabul adalah sesuatu yang disandarkan dari kedua belah 

pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang akan 
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disepakati dan yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu 

akad. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan 

transaksi syarat mutlak keabsahannya. Kerelaan kedua belah pihak 

dapat dilihat dari ijab qabul yang dilangsungkan. Jika seseorang 

dipaksa menjual barang miliknya dengan cara yang tidak 

dibenarkan hukum maka penjualan yang dia lakukan batal dan 

tidak terjadi peralihan kepemilikan. Demikian pula halnya bila 

seseorang dipaksa membeli.
56

 

Adapun syarat dalam shighat ijab qabul adalah sebagai 

berikut:  

a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal 

(menurut jumhur ulama’) atau telah berakal.  

b) Qabul sesuai dengan ijab, contohnya: ―Saya jual buku ini 

dengan harga sepuluh ribu,‖ lalu pembeli menjawab: ―Saya beli 

dengan harga sepuluh ribu‖.  

c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya, 

kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan 

membicarakan masalah yang sama.  

Di zaman modern ini perwujudan ijab dan qabul tidak lagi 

diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang yang 

akan dibeli, dan pembeli membayarkan uang pada penjual, 

sehingga penjual menerima uang dan pembeli menerima barang 
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tanpa ucapan apapun. Dalam hal ini, jumhur ulama’ berpendapat 

bahwa jual beli seperti ini diperbolehkan, apabila hal itu telah 

menjadi kebiasaan suatu masyarakat karena itu telah menujukkan 

unsur ridha dari kedua belah pihak. Selain itu, ijab qabul juga bisa 

dilakukan secara tulisan atau melalui perantara.  

4) Syarat Ma’qud’alaih (barang)  

a) Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan 

uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang 

belum disamak, kecuali kondisi darurat dan ada asas manfaat 

misalnya kotoran hewan untuk pupuk tanaman.
57

 

b) Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada 

manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal 

itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta.  

c) barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang 

yang tidak bisa diserahkan kepada yang membeli, misalnya 

ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan 

yang merampasnya, barang yang dijaminkan, sebab semua itu 

mengandung tipu daya.  

d) Barang tersebut merupakan kepunyaan penjual, milik yang 

diwakilinya, atau yang mengusahakan.  

e) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli. Zat, 

bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara 
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keduanya tidak akan terjadi saling kecoh mengkecoh. Karena 

Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur gharar 

(Ketidak jelasan/penipuan).
58

 

f) Tidak ada batas waktu. Dalam jual beli, tidak ada batasan 

waktu, misalnya perkataan ku jual motor ini kepadamu selama 

satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli 

merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang 

tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara’.
59

 

4. Macam-Macam Jual Beli  

Jual beli terbagi menjadi berbagai macam sesuai dari sudut mana 

jual beli itu dilihat. Ditinjau dari sah atau tidaknya jual beli tersebut, jual 

beli dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu :  

a. Jual Beli Yang Shahih  

Jual beli yang shahih yaitu apabila jual beli itu disyariatkan, 

memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang yang 

diperjualbelikan bukan milik orang lain, dan tidak terkait dengan hak 

khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli yang 

shahih.
60

 

Berikut ini beberapa jual beli yang sah menurut syariat:  

1) Jual beli muqayyadhah (barter) yaitu melakukan barter (tukar 

menukar) suatu barang dengan barang lain, atau komoditi dengan 
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komoditi yang lain, atau dengan kata lain barter harta benda selain 

emas dan perak.
61

 

2) Bai’ al-mutlak, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.  

3) Bai’ al-salam, yaitu tukar menukar utang dengan barang atau 

menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan 

pembayaran modal di awal. Bai’ al-salam dapat didefinisikan 

sebagai penjualan sesuatu di masa yang akan datang dengan 

imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang 

dijelaskan sifatnya dalam tanggungan.
62

 

4) Bai’ al-sharf, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang 

lainnya baik sama jenisnya atau tidak, atau tukar-menukar emas 

dengan emas atau perak dengan perak.  

5) Bai’ murabahah, yaitu transaksi jual beli dengan prosedur penjual 

menyatakan modal pembelian barang, kemudian menentukan 

margin profit yang disepakati dari modal.
63

 

6) Bai’ istishna’, yaitu transaksi jual beli yang melibatkan unsur jasa 

dan barang secara sekaligus. Artinya, sebuah transaksi pembelian 

objek oleh pembeli yang akan digarap atau dikerjakan oleh 

kontraktor dengan spesifikasi tertentu. Dalam jual beli ini barang 

maupun jasa keduanya berasal dari pihak penjual/ kontraktor.  

b. Jual beli yang batil  
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Jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, 

atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari’atkan, maka 

jual beli itu batil.  

Ada beberapa jual beli yang dikategorikan jual beli yang batil, 

di antaranya adalah:    

1) Bai’ al-ma’dum (jual beli sesuatu yang tidak ada)  

Bai’ al-ma’dum merupakan bentuk jual beli atas objek 

transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. 

Misalnya, menjual mutiara yang masih ada di lautan, wol yang 

masih dipunggung domba dan buku yang belum dicetak dan 

lainnya. Mayoritas ulama sepakat tidak memperbolehkannya akad 

ini karena objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar 

dan sifatnya tidak teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan 

objek tersebut tidak bisa diserahterimakan.
64

 

2) Bai’ ma’juz al-Taslim (jual beli burung tidak dapat 

diserahterimakan)  

Bai’ Ma’juz al Taslim merupakan jual beli yang barangnya 

tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Misalnya menjual barang 

yang ilang, burung peliharaan yang hilang dari sangkarnya.
65

 

3) Bai’ dain (jual beli hutang)  

Bai’ dain adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk 

diserahkan/dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, 
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seperti uang sebagai harga beli dalam kontrak jual beli, uang sewa, 

upah pekerja, pinjaman dari orang lain, dan lainnya. Bai’ dain 

biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau 

orang lain, baik secara kontan atau tempo.
66

 

4) Bai’ al-gharar  

Jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi 

penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual 

kacangtanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi yang dibawahnya 

jelek.
67

 

 

5) Jual beli benda najis  

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual 

babi, bangkai, darah, dan khamr (semua benda yang 

memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung 

mkana dalam arti hakiki menurut syara’. Menurut mazhab Hanafi 

dan mazhab az-Zahiri, diperbolehkan memperjualbelikan benda 

najis (tidak untuk dimakan dan diminum) seperti tahi kerbau, 

kambing, sapi dan ayam karena benda-benda tersebut membawa 

manfaat (pupuk), karena yang membawa manfaat pada dasarnya 

diperbolehkan oleh syara’.  

Adapun mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali tidak 

memperbolehkan memperjualbelikan barang najis, karena jual beli 
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itu dibenarkan bila dilihat dari suci atau tidaknya. Bila benda itu 

suci, diperbolehkan menjualnya dan bila tidak suci dilarang.
68

  

6) Bai’ al-urbun (jual beli melalui perjanjian)  

Bai’ al-urbun adalah transaksi jual beli dengan prosedur 

pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan 

kesepakatan jika transaksi positif uang muka menjadi bagian 

daritotal harga, dan jika transaksi gagal uang muka menjadi hibah 

dari pihak pembeli kepada penjual.
69

 

 

 

7) Bai’ al-inah  

Bai’ al-inah adalah menjual barang kepada seorang pembeli 

dengan pembayaran secara angsuran. Kemudian oleh pembeli 

dijual kembali kepada penjual awal ditempat itu juga, dengan 

harga lebih murah dengan harga kontan.  

c. Jual beli yang fasid  

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli fasid dengan jual 

beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan 

barang yang dijualbelikan maka hukumnya batal, seperti 

memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi, dan darah).  
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Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan 

boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan fasid.
70

 Adapun macam 

jual beli yang fasid di antaranya adalah:  

1) Jual beli al-majhu’ yaitu jual beli yang benda atau baranganya 

secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya 

menyeluruh. Akan tetapi jika ketidakjelasannya sedikit maka jual 

belinya menjadi sah.
71

  

2) Jual beli dengan syarat, seperti ucapan seorang penjual kepada 

pembeli, ―aku jual rumahku ini kepadamu asal kau mau menjual 

mobilmu kepadaku‖.
72

 

3) Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli 

berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.  

4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama 

mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang 

buta itu memiliki hak khiyar. Adapun ulama syafi’iyah tidak 

memperbolehkan jual beli ini kecuali jika barang yang dibeli itu 

telah ia lihat sebelum matanya buta.  

5) Barter dengan barang yang diharamkan, misalnya menjadikan 

barang-barang yang diharamkan sebagai harta, seperti menukar 

babi dnegan beras, khamr dengan pakaian, dan lainnya.
73
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6) Jual beli dua barang dalam satu akad, tidak diperbolehkan 

melangsungkan dua jual beli dalam satu akad, namun harus 

melangsungkannya sendiri-sendiri, karena di dalamnya tidak ada 

kejelasan, seperti uangkapan penjual ―aku jual barang ini 

Rp10.000,- jika kontan, dan jika berhutang harganya Rp12.500,-‖  

5. Khiyar dalam Jual Beli  

Arti khiyar dalam jual beli dan perikatan lainnya adalah menentukan 

alternatif antara dua hal, yaitu membatalkan atau meneruskannya. Pada 

prinsipnya, akad jual beli menjadi lazim apabila telah sempurna syarat-

syaratnya. Khiyar diizinkan sebagai alat pemupuk cinta sesama manusia 

dan penghindar dari perasaan dendam. Hak khiyar memberikan 

kesempatan yang dapat menahan diri dan menentukan barangnya dalam 

suasana yang tenang agar ia tidak menyesal pada kemudian hari.
74

 

 

Ada beberapa macam khiyar, di antaranya:  

1) Khiyar Majelis  

Si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara selama 

keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. Khiyar majelis 

diperbolehkan dalam segala macam jual beli.  

2) Khiyar Syarat  
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Khiyar dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh 

seseorang, seperti kata penjual, ―saya jual barang ini dengan harga 

sekian dengan syarat khiyar dalam tiga hari‖.
75

 

3) Khiyar Aib  

Hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua 

belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang 

diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad 

berlangsung.  

d. Khiyar ru’yah  

Hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual 

beli yang dia lakukan terhadap suatu objek yang belum dia lihat ketika 

akad berlangsung.
76

 

e. Khiyar al-washfi  

Khiyar al-washfi adalah memilih membatalkan atau meneruskan 

jual beli benda pada saat mengetahui bahwa barang-barang yang 

dibeli itu tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendakinya. Kondisi 

demikian membolehkan pembeli untuk memilih apakah meneruskan 

akad jual belinya atau tidak dengan harga yang ditetapkan semasa 

akad.  

f. Khiyar Naqd  

Khiyar naqd adalah menjual suatu barang yang didasarkan bahwa 

pembeli akan membayar harga barang pada masa yang disetujui 
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semasa akad, tetapi ternyata tidak mampu membayar pada masa yang 

ditetapkan maka penjual boleh membatalkan jual beli tersebut.  

g. Khiyar ta’ayin  

Khiyar ta’ayin adalah menjual suatu barang diantara beberapa 

barang yang ditetapkan harganya bagi setiap barang yang 

dikehendakinya, dan pembeli diberi hak untuk memilih barang yang 

disukai.
77

 

6. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam  

Rasulullah saw melarang jual beli barang yang terdapat unsur 

penipuan sehingga mengakibatkan harta manusia dengan cara yang bathil. 

Begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebenciaan, 

perselisihan, dan permusuhan di kalangan kaum muslim.  

Berikut beberapa contoh praktik jual beli yang dilarang, di antaranya:  

a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama. Seperti anjing, babi, 

berhala, bangkai, dan khamr.  

b. Jual beli sperma (mani) hewan jual beli ini haram hukumnya.  

c. Jual beli binatang yang masih ada dalam perut induknya. Jual beli 

seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.  

d. Jual beli muhalaqah. Muhalaqah ini banyak sekali, misalnya seorang 

menjual tanaman kepada orang lain dengan 100 farak gandum. Farak 

ialah semacam timbangan yang beratnya 16 khati atau 3 gantang. 

Menurut tafsir lain, muhalaqah ini menjual tanaman yang masih di 
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ladang atau sawah dengan tamar (gandum) secara khatian. Hal ini 

karena muhalaqah berasal dari haqalah yang berarti tanah sawah atau 

kebun.  

e. Jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti 

menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil 

dan lain-lainnya.  

f. Muammasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalkan 

seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam 

atau siang maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain 

tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan 

kemungkinan akan menimbulkan kerugian.  

g. Munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, hal ini dilarang 

karena mengandung unsur tipuan dan tidak ada ijab qabul.  

h. Muzabanah, yaitu menjual buah yang masih basah dengan buah yang 

kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, 

sedangkan ukurannya dengan kilogram, sehingga akan merugikan 

yang punya padi kering.  

i. Gharar, jual beli barang yang dari luarnya kelihatan baik, tetapi di 

dalamnya buruk, dan yang sejenisnya.
78

 

Sedangkan menurut Ibn Al-Jazi Al-Maliki, jual beli yang dilarang, 

sebagai berikut:  
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a. Tidak dapat diserahkan seperti menjual anak hewan yang masih dalam 

kandungan induknya.  

b. Tidak diketahui harga dan barang.  

c. Tidak diketahui sifat atau harga.  

d. Tidak diketahui ukuran barang dan harga.  

e. Tidak diketahui masa yang akan datang.  

f. Menghargakan dua kali pada satu barang.  

g. Menjual barang yang diharapkan selamat.  

h. Jual beli husha’, misalnya pembeli memegang tongkat jika tongkat 

jatuh maka wajib membeli.  

i. Jual beli munabazah dan jual beli mulatsamah.
79

  

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli  

Manfaat dan hikmah yang dapat dipetik atau diambil dalam jual 

beli, antara lain:  

a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada 

dengan jalan suka sama suka.  

b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang 

diperoleh dengan cara yang batil.  

c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.  

d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak atau masyarakat.  
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e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa 

karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridho 

terhadap anugerah yang diberikan Allah SWT.  

f. Dapat menciptakan hubungan atau mempererat tali silaturahmi dan 

persaudaraan antara penjual dan pembeli.  

B. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

1. Pengertian Satwa  

Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang 

berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara. Pengertian yang 

sama juga di jelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang 

menyatakan satwa merupakan sinonim dari hewan atau binatang.
80

 Dalam 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan, ―Satwa 

adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat maupun 

di air‖. 

2. Jenis Satwa  

Jenis satwa dapat kita lihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya, yaitu :  

1) Satwa yang dilindungi adalah Satwa yang populasinya jarang 

ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan. Dalam 
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peraturan pemerintah no 7 tahun 1999 dalam pasal 4 ayat (3) 

disebutkan bahwa perubahan dari jenis tumbuhan dan satwa yang 

dilindungi menjadi tak dilindungi dan sebaliknya ditetapkan 

dengan keputusan mentri setelah mendapat pertimbangan otoritas 

keilmuan (scientific authority). Yang terdapat dalam peraturan 

menrtri nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 

2) Satwa yang tidak dilindungi  

Satwa yang tidak dilindungi adalah satwa atau hewan yang 

jumlah populasinya masih banyak dan mudah untuk ditemukan.  

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki 

keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sehingga membuat 

Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa 

dan menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa di 

dunia. Satwa-satwa tersebut tersebar diseluruh pulau-pulau yang 

ada di Indonesia. Berdasarkan informasi yang didapatkan Tim 

Cegah Satwa Punah dari ProFauna Indonesia Sekitar 300.000 jenis 

satwa liar atau sekitar 17% dari jenis satwa yang ada di dunia 

berada di Indonesia. Indonesia bahkan menempati urutan pertama 

dalam kekayaan mamalia dengan 515 jenis dan menjadi habitat 

dari 1539 jenis ungags sekitar 45% jenis ikan di dunia hidup di 

Indonesia.  

 

3. Dasar Hukum Mengenai Perlindungan Terhadap Satwa  
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1) QS. Al-Qashash (28) : 77  

                    

                      

      ۷۷  

 

―Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” QS. Al-

Qashash (28) : 77. 

 

Perintah berbuat baik di sini dikaitkan dengan larangan 

membuat kerusakan di bumi, bermakna kewajiban berbuat baik 

terhadap bumi yang menjadi alam lingkungan itu.
81

 Seharusnya 

dengan adanya perintah dari al-Quran manusia lebih menyayangi 

mahkluk seperti hewan dan tumbuhan tersebut Sehingga makhluk 

hidup tersebut tidak mengalami kerusakan dan kepunahan akibat 

perbuatan manusia.  

2) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya  

Undang-Undang ini menentukan pula kategori atau kawasan 

suaka alam dengan ciri khas tertentu baik didarat maupun diperairan 

yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengamanan satwa 
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langka serta ekosistemnya. Daftar panjang tentang satwa liar yang 

terancam punah tersebut dapat dilihat dari sulitnya untuk melihat 

beberapa jenis satwa liar dihabitat aslinya.
82

 

3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor P.7 /Menlhk/Sekjen/ OTL.0/ 1/ 2016  

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 

Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.  

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.  

6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang pemanfaatan 

Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.  

7) Peraturan Pemerintah Republik Nomor 13 Tahun 1994 Tentang 

Perburuan Satwa Buru.  

4. Kriteria Satwa yang Dilindungi  

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, satwa adalah semua jenis 

sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di 

udara. Sumber daya alam hayati adalah unsurunsur hayati di alam nabati 

(tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan 

unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. 

Sedangkan konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan 

sumber daya alam hayati yang pemanfaatanya dilakukan dengan cara 
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bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap 

memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. 

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan 

atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup 

bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, arti langka adalah jarang didapat, dan atau jarang 

ditemukan, dan atau jarang terjadi.
83

 

Jadi, satwa langka adalah jenis atau spesies satwa yang sudah 

jarang ditemui dan dicari di alam bebas karena jumlahnya yang sedikit. 

Satwa langka pada umumnya termasuk jenis satwa yang terancam punah 

karena mereka tidak mempunyai kemampuan atau sulit untuk 

mengembalikan jumlah populasinya secara alami ke jumlah populasi 

semula.
84

  

Berdasarkan pada Pasal 5 Ayat (1) PP No. 7 Tahun 1999 Tentang 

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, menerangkan bahwa satwa 

dikatakan satwa yang dilindungi, jika :  

a) Mempunyai populasi yang kecil;  

b) Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;  

c) Daerah penyebaran yang terbatas (endemik).
85

 

Menurut organisasi internasional yang didedikasikan untuk 

koservasi sumber daya alam atau International Union for Concervation of 
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Nature and Natural Resources (IUCN) yang berpusat di Gland, 

Switzerland mengategorikan spesies-spesies satwa sesuai tingkat populasi, 

kondisi habitat dan penyebarannya. Kategori keterancaman spesies 

berdasarkan daftar merah IUCN adalah sebagai berikut:  

1) Punah atau extinct (EX) adalah suatu spesies dikatakan punah apabila 

tidak ada keraguan bahwa individu terakhir telah mati. Suatu spesies 

diduga punah apabila survey menyeluruh di habitat yang diketahui 

dalam waktu yang memadai (harian, musiman atau tahunan) di seluruh 

wilayah penyebarannya tidak dapat mencatat keberadaan individu 

tersebut.  

2) Punah di Alam atau Extinct in the wild (EW) yaitu suatu spesies 

dikatakan punah di alam apabila diketahui hanya hidup di kandang 

atau dikembangkan di alam di luar penyebaran aslinya.  

3) Genting atau Critically endangered (CR) yaitu suatu spesies dikatakan 

kritis apabila suatu spesies menghadapi resiko kepunahan dalam waktu 

dekat. Memenuhi kriteria A sampai E menghadapi resiko ekstrim yang 

tinggi untuk menjadi punah.  

4) Dalam bahaya kepunahan atau Endangered (EN) suatu spesies 

dikatakan dalam bahaya kepunahan apabila memenuhi kriteria A 

sampai E untuk spesies dalam bahaya kepunahan sehingga dianggap 

memiliki resiko yang sangat tinggi untuk terjadinya kepunahan di 

alam.  
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5) Rentan atau Vulnerable (VU) yaitu suatu spesies dikatakan rentan 

apabila memenuhi kriteria A sampai E sehingga dapat dianggap 

menghadapi resiko tinggi terhadap kepunahan di alam.  

6) Mendekati terancam atau Near Threatened (NT) yaitu suatu spesies 

dikatakan mendekati terancam apabila telah dievaluasi tetapi tidak 

memenuhi kriteria CR, EN atau VU, tetapi mendekati kriteria tersebut 

atau cenderung untuk memenuhi kriteria terancam dari kriteria CR, 

EN, atau VU.  

7) Belum terancam/belum perlu diperhatikan atau Least Concern (LC) 

yaitu spesies yang telah dievaluasi tetapi tidak memenuhi kriteria CR, 

EN, VU maupun NT. Spesies yang tersebar luas dan melimpah ruah 

untuk kategori ini.  

8) Tidak cukup (kekurangan) atau Data Dificient (DD) yaitu spesies yang 

tidak memiliki informasi yang cukup untuk melakukan penilaian 

langsung maupun tidak langsung. Spesies yang termasuk dalam 

kategori ini belum tentu dalam posisi yang aman dari kepunahan.
86

 

Sedangkan, di Indonesia jenis satwa yang dilindungi terdapat dalam 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan 

Satwa yang Dilindungi menggantikan PP No. 7 Tahun 1999 Tentang 

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Adapun jenis satwa tersebut 

selengkapnya terdapat pada lampiran 1 penelitian ini.  
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5. Hubungan antara UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan Jual beli Burung Kicau yang 

Dilindungi 

Satwa yang dilindungi adalah bagian dari keanekaragaman hayati 

yang tidak luput dari ancaman manusia. Satwa yang dilindungi  terkadang 

diambil dari habitatnya untuk kepentingan sendiri seperti untuk 

diperdagangkan, untuk kesenangan atau hobi, untuk keperluan obat-

obatan. Oleh sebab itu adanya suatu peraturan dan perlindungan terhadap 

keanekaragaman satwa khususnya satwa yang dilindungi. Maka 

dibentuklah Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya.
87

 

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang 

terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam 

hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non-hayati dengen 

membentuk suatu ekosistem. Sedangkan, ekosistem sumber daya alam 

hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik 

hayati maupun non hayati yang saling bergantung dan pengaruh 

mempengaruhi. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1990 Tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud 

dengan konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber 

daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk 
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menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan 

meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
88

 

Sumber daya alam hewani dan ekosistemnya merupakan bagian 

terpenting dari sumber daya alam yang mempunyai fungsi dan manfaat 

dalam pembentukan lingkungan hidup. Namun perburuan yang dilakukan 

manusia membuat satwa terancam punah. Tidak hanya perburuan saja 

melainkan ada lagi yang merusak lingkungan hidup seperti kebakaran 

hutan dan penebang pohon yang secara illegal. Hal ini dikarenakan pada 

saat sekarang perdagangan satwa memiliki potensi yang sangat besar dan 

jual belinya di hargai mahal. Sehingga banyaknya para pedagang yang 

berburu satwa dilindungi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 

Sehubungan dengan perlindungan satwa liar dari ancaman 

kepunahan dan kelangkaan, pemerintah melalui Undang-Undang No. 5 

tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan 

Ekosistemnya telah menetapkan beberapa perbuatan menjadi perbuatan 

terlarang. Pasal 21 ayat (2) yang berbunyi, bahwa :  

1) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, 

mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam 

keadaan hidup. 

2) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan 

memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.  
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3) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia 

ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.  

4) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-

bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari 

bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat 

di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.  

5) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan 

atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi.
89

 

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga mengatur mengenai 

melestarikan satwa langka dengan dilakukannya upaya konservasi. 

Konservasi ini dilakukan melalui tiga kegiatan yaitu:  

a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan,  

b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistemnya,  

c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya  

Burung Kicau merupakan satwa yang dilindungi yang saat ini 

populasinya jarang ditemui dan berada dalam bahaya kepunahan. Hal ini 

disebabkan karena maraknya traksaksi jual beli burung kicau yang 

dilindungi, sehingga banyaknya pemburuan liar yang mengancam 

ekosistem burung kicau di alam. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya 
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Alam Hayati dan Ekosistemnya, diharapkan dalam melindungi keberadaan 

burung kicau agar  populasinya tetap ada. 

6. Sanksi Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 

Penegakan hukum dalam berbagai bentuk bertujuan agar peraturan 

perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan 

ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada 

pelanggarnya dapat diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera 

sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian 

pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya penegakan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya. banyaknya peraturan-peraturan yang 

mengatur tentang perlindungan dan pelestarian alam termasuk. Kepedulian 

dan kesadaran untuk melestarikan dan melindungi terutama jenis-jenis 

satwa yang dilindungi saat ini sangat gencar dilakukan baik oleh 

pemerintah maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak 

dibidang pelestarian dan perlindungan satwa dan tumbuhan.  

Mengingat betapa pentingnya masalah sumber daya alam hayati ini 

terbukti dengan adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 5 

Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan 

Ekosistemnya, yang tertuang dalam pasal 40 dengan ketentuan sebagai 

berikut : 
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(1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disebutkan 

bahwa ―Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat 

mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.‖ 

Dan Pasal 33 ayat (1), yang berbunyi ―Di dalam taman nasional, 

taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan 

untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, 

menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam.‖ Apabila melanggar 

ketentuan-ketentuan tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

(2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disebutkan 

bahwa ―Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, 

menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan 

memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun 

mati.‖ Maka mendapatkan sanksi pidana, yaitu pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 

100.000.000,00(seratus juta rupiah). 

(3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1 disebutkan 

bahwa ―Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat 

mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.‖ 
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Dan Pasal 33 ayat (1), yang berbunyi ―Di dalam taman nasional, 

taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan 

untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, 

menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam.‖ Mendapatkan sanksi 

pidana yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda 

paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

(4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), yang 

berbunyi ―Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, 

membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan 

memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun 

mati.‖ Akan mendapatkan sanksi pidana kurungan paling lama 1 

(satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah).
90

 

7. Ketentuan Jual Beli dan Penangkaran Satwa yang Dilindungi 

Prosedur pemeriharaan satwa yang dilindungi yang ditetapkan oleh 

Pemerintah, masyarakat umum dapat membantu Pemerintah dalam 

menjaga dan melestarikan keberadaan satwa yang dilindungi. Tentu saja 

jika ingin memelihara atau memperjualbelikan satwa yang dilindungi 

harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan BKSDA (Balai 

Konservasi Sumber Daya Alam), diantara lain :  
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a) Hewan langka yang dimanfaatkan untuk peliharaan atau 

diperjualbelikan harus didapatkan dari penangkaran, bukan dari alam.  

b) Hewan langka yang boleh dimanfaatkan dari penangkaran merupakan 

kategori F2. Kategori ini merupakan hewan generasi ketiga yang 

dihasilkan dari penangkaran. Dengan kata lain, hanya cucu dari 

generasi pertama di tempat penangkaran yang bisa dipelihara atau 

diperjualbelikan.  

Satwa langka yang legal untuk dimanfaatkan setelah ditangkarkan 

hanya hewan dengan kategori Appendix 2. Sedangkan hewan langka 

kategori Appendix 1, walau sudah ditangkarkan, tetap tidak boleh 

dimanfaatkan untuk apapun karena harus dikonservasi. Satwa langka 

kategori Appendix 2 adalah satwa langka yang dilindungi di alamnya. 

Tidak boleh diambil dan dijual apabila keturunan satwa langka langsung 

dari alam. Namun, apabila sudah ditangkarkan, maka keturunan generasi 

ketiga atau F2-nya boleh dimanfaatkan, contohnya: Elang, alap-alap, 

buaya muara, jalak bali. Satwa langka Appendix 1 adalah satwa langka 

yang jumlahnya kurang dari 800 ekor di alam. Meski sudah ditangkarkan, 

satwa ini tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun dan harus tetap kembali 

ke kawasan konservasi, contohnya: Anoa, badak bercula satu, harimau 

sumatera, macan dahan, serta orangutan.  

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1990 Tentang Pengawetan 

Jenis Tumbuhan dan Satwa, menjelaskan bahwa untuk melakukan 

pemeliharaan jenis satwa di luar habitatnya wajib memenuhi syarat :  
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a) Memenuhi standar kesehatan satwa;  

b) Menyediakan tempat yang cukup luas, aman, dan nyaman;  

c) Mempunyai dan mempekerjakan tenaga ahli dalam bidang media dan 

pemeliharaan.
91

 

Selain memenuhi persyaratan, masyarakat yang ingin memelihara 

atau memperjualbelikan satwa yang dilindungi mesti mengurus surat izin. 

Berikut ini cara membuat surat izin memelihara satwa yang dilindungi :  

a) Proposal izin menangkaran atau memelihara hewan yang diajukan ke 

BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam). Jika hewan berasal 

dari daerah lain, maka harus menyertakan Surat Rekomendasi dari 

kepala BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) setempat.  

b) Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk individu atau 

perseorangan serta akta notaris untuk badan usaha.  

c) Surat Bebas Gangguan Usaha dari kecamatan setempat. Surat ini 

berisi keterangan bahwa aktifitas penangkaran dan pemeliharaan 

hewan tidak mengganggu lingkungan sekitar.  

d) Bukti tertulis asal usul indukan. Bukti ini memuat syarat tentang 

indukan dari hewan yang dipelihara. Indukan hewan dilindungi yang 

akan dipelihara harus berasal dari hewan yang telah didaftarkan 

sebagai hewan yang dipelihara atau ditangkarkan secara sah pula. 

Artinya, hewan hasil tangkapan liar dilarang untuk dipelihara karena 

tidak memenuhi syarat ini. Di sinilah diketahui syarat hewan yang akan 
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dipelihara telah melewati 3 generasi penangkaran oleh manusia. Selain itu, 

mengenai kegiatan perjualan satwa yang dilindungi harus memenuhi 

beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 42 PP No. 8 Tahun 1999 Tentang 

pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, sebagai berikut:  

a) Pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu 

wilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, dan atau dari ke 

luar wilayah Indonesia, wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman 

atau pengangkutan.  

b) Dokumen dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut:  

1) Standar teknis pengangkutan.  

2) Izin pengiriman.  

3) Izin penangkaran bagi satwa hasil penangkaran.  

4) Sertifikat kesehatan satwa dari pejabat yang berwenang.  

c) Izin pengiriman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b wajib 

memuat keterangan tentang:  

1. Jenis dan jumlah tumbuhan dan satwa  

2. Pelabuhan pemberangkatan dan pelabuhan tujuan.  

3. Identitas orang atau Badan yang mengirim dan menerimatumbuhan 

dan satwa.  

4. Peruntukan pemanfaatan tumbuhan dan satwa.
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Dengan adanya syarat-syarat dan prosedur ini, diharapkan masyarakat 

dapat lebih memperhatikan kembali saat membeli satwa yang dilindingi, 

agar tidak ada nya permasalahan di kemudian hari. 
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